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Abstrak : 

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar warga negara sesuai 

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun keterjangkauan perumahan masih menjadi tantang 

an, khususnya bagi pekerja swasta. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan UU Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Tapera yang melalui Pasal 7 mewajibkan pekerja swasta menjadi peserta, meski 

ke bijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait beban iuran dan kepastian hukum pelaksanaannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari perspektif asas kepastian hukum, dengan fokus pada ke 

wajiban pekerja swasta sebagai peserta Tapera. Menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini 

didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan kewajiban secara formal, 

implementasinya belum memenuhi unsur kepastian hukum karena masih terdapat ketidakjelasan 

waktu pemberlakuan, minimnya sosialisasi, serta absennya mekanisme perlindungan hak bagi pe 

kerja. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan peserta Tapera, sehingga 

diperlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci dan transparan agar prinsip kepastian hukum dapat 

diwujudkan secara adil dalam pelaksanaan program Tapera. 
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Abstract : 

Fulfilling the need for decent housing is a basic right of citizens according to Article 28H 

paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but housing affordability 

remains a challenge, especially for private sector workers. To address this, the government issued 

Law Number 4 of 2016 concerning Tapera, which through Article 7 requires private sector workers 

to become participants, although this policy raises concerns regarding the burden of contributions 

and the legal certainty of its implementation. This study aims to analyze Article 7 of Law Number 4 

of 2016 concerning the Public Housing Savings Program (Tapera) from the perspective of the 

principle of legal certainty, with a focus on the obligations of private sector workers as Tapera 

participants. Using a normative juridical method, this study is based on an analysis of relevant laws 

and regulations and legal literature. The results indicate that although legal norms have formally 

established obligations, their implementation has not met the requirement of legal certainty due to 

unclear timing of implementation, minimal socialization, and the absence of mechanisms to protect 

workers' rights. This situation creates uncertainty and has the potential to harm Tapera participants. 

Therefore, more detailed and transparent implementing regulations are needed to ensure the 

principle of legal certainty can be fairly realized in the implementation of the Tapera program. 
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A. Latar Belakang masalah 

Kebutuhan akan hunian yang la 

yak merupakan salah satu hak dasar se 

tiap warga negara sebagaimana diama 

natkan dalam Pasal 28H ayat (1) Un 

dang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  Ketentuan ter 

sebut menegaskan bahwa setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, serta memperoleh li 

ngkungan hidup yang baik dan sehat. 

Pemenuhan hak atas perumahan tidak 

hanya berkaitan dengan kebutuhan da 

sar manusia, tetapi juga berfungsi se 

bagai sarana mewujudkan kesejahtera 

an sosial, stabilitas ekonomi, dan kua 

litas hidup yang layak bagi seluruh war 

ga negara. Namun demikian, permasa 

lahan ketersediaan dan keterjangkauan 

perumahan masih menjadi tantangan 

signifikan di Indonesia, baik dari as 

pek kuantitas maupun kualitas. Na 

mun, hingga saat ini, persoalan keter 

sediaan dan keterjangkauan perumah 

an masih menjadi tantangan besar di 

Indonesia.  

Data Kementerian Pekerjaan U 

mum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

menunjukkan bahwa Indonesia masih 

menghadapi angka backlog perumah 

an yang cukup tinggi. Backlog tersebut 

mencerminkan kesenjangan antara 

jumlah rumah yang tersedia dengan 

kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini 

paling dirasakan oleh kelompok ma 

syarakat berpenghasilan rendah (MB 

R) serta pekerja sektor swasta, yang se 

ringkali terkendala dalam mengakses 

pembiayaan perumahan yang terjang 

kau dan berkelanjutan. Keterbatasan 

 
1 Henriko Ganesha Putra dkk., 

“Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan 

Penerapannya di Dki Jakarta,” Jurnal Muara 

Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan 3, no. 2 (2020). 
2 Ibid. 

kemampuan finansial, ditambah de 

ngan harga rumah yang cenderung me 

ningkat secara signifikan setiap tahun, 

menyebabkan banyak pekerja swasta 

tidak memiliki kesempatan untuk me 

miliki rumah sendiri dan terpaksa me 

nempati hunian sewa atau rumah yang 

tidak layak huni.1 

Sebagai respon atas persoalan 

tersebut, pemerintah menerbitkan Un 

dang-Undang No. 4 Tahun 2016 ten 

tang Tabungan Perumahan Rakyat (Ta 

pera), yang bertujuan untuk menyedia 

kan dana murah jangka panjang yang 

berkelanjutan dalam rangka pemenuh 

an kebutuhan rumah bagi peserta pro 

gram.2 Tapera menjadi instrumen ne 

gara untuk menghimpun dana dari pe 

serta, yang nantinya digunakan seba 

gai tabungan pembiayaan rumah. Pada 

dasarnya, program ini merupakan ben 

tuk partisipasi wajib bagi setiap pe 

kerja yang memenuhi syarat, baik dari 

kalangan aparatur sipil negara, BUMN 

, maupun pekerja swasta.3 

Implementasi Tapera masih me 

nimbulkan perdebatan, khususnya se 

telah diterbitkannya Pasal 7 Undang – 

Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Ta 

bungan Perumahan Rakyat yang mene 

tapkan bahwa pekerja swasta wajib 

menjadi peserta Tapera secara berta 

hap. Pemberlakuan kewajiban ini meni 

mbulkan kekhawatiran di masyarakat, 

terutama dari kalangan buruh dan pe 

kerja swasta, mengenai beban iuran ta 

mbahan yang harus mereka tanggung 

di luar iuran BPJS dan potongan lain 

nya. Dalam situasi ekonomi yang be 

lum stabil dan upah minimum yang 

3 I Gusti dan Ngurah Aristiawan, 

“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan 

Kepesertaan Ta bungan Perumahan Rakyat 

Bagi Pekerja di Indonesia,” Raad Kertha 7 

(2024). 
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masih rendah di beberapa daerah, ke 

bijakan ini dinilai dapat menambah 

beban hidup para pekerja.4 

Dalam praktiknya, penerapan 

kebijakan Tapera, khususnya bagi pe 

kerja swasta, juga menimbulkan perta 

nyaan serius terkait aspek kepastian hu 

kum. Banyak kalangan menilai bahwa 

pelaksanaan Pasal 7 Undang – Undang 

tentang Tabungan Perumahan Rakyat 

belum disertai dengan instrumen hu 

kum pelaksana yang memadai, seperti 

peraturan teknis yang mengatur waktu 

pelaksanaan, mekanisme iuran, dan ja 

minan manfaat bagi peserta.5 Ketidak 

jelasan ini berpotensi menimbulkan ke 

tidakpastian hukum dan polemik di la 

pangan, karena pekerja dan pemberi 

kerja tidak memiliki acuan yang pasti 

dalam menjalankan kewajiban sebagai 

mana ditentukan undang-undang.6 

Ketidakseimbangan antara kewa 

jiban dan hak peserta semakin mene 

gaskan perlunya evaluasi terhadap ke 

bijakan ini. Di satu sisi, pekerja diwa 

jibkan membayar iuran setiap bulan, 

namun di sisi lain belum terdapat ja 

minan yang jelas mengenai waktu, ben 

tuk, dan prosedur penyaluran manfaat 

program. Hal ini mencerminkan lemah 

nya perlindungan hukum terhadap pe 

serta program, padahal salah satu tu 

juan utama kebijakan publik adalah 

memberikan perlindungan kepada sub 

jek hukum yang seharusnya dilindungi 

oleh negara. 

 
4 Rizky Falian Akbar, “Kontroversi Im 

plementasi Tapera: Perlindungan Hak Pekerja 

atau Beban Tambahan?,” jurnal penelitian 

inovasi indonesia 1 (2024). 
5 Basudewa Samadera Pramudia dkk., 

“Keadilan Sosial Dalam Program Tapera: Ana 

lisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan 

Dan Efektivitas Kebijakan,” Jurnal Hukum 

Terapan dan Inovasi Hukum 6 (2024). 

Dari perspektif hukum tata ne 

gara dan administrasi publik, penerap 

an Pasal 7 Undang – Undang tentang 

Tabungan Perumahan Rakyat menim 

bulkan persoalan serius terkait asas 

kepastian hukum. Implementasi kewa 

jiban ini belum sepenuhnya didukung 

oleh instrumen hukum pelaksana yang 

memadai. Misalnya, belum terdapat pe 

raturan teknis yang mengatur secara 

rinci mengenai waktu pemberlakuan 

kewajiban, mekanisme pemotongan iu 

ran, tata kelola dana, dan jaminan man 

faat yang akan diterima peserta.7 

Kekosongan pengaturan ini ber 

potensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum, yang pada gilirannya dapat me 

nimbulkan polemik dan resistensi di 

lapangan. Bagaimana mekanisme pe 

laksanaan Tabungan Peruhaman Rak 

yat bagi pekerja swasta menurut Un 

dang Undang Nomor 4 tahun 2016? 

Apakah kebijakan pemotongan gaji pe 

kerja swasta untuk tapera telah sesuai 

dengan asas kepastian hukum dan per 

lindungan hak pekerja? 

Meskipun beberapa penelitian te 

lah membahas tentang Tapera secara 

umum, namun kajian secara spesifik 

terhadap Pasal 7 Undang – Undang 

tentang Tabungan Perumahan Rakyat 

dan implikasinya bagi pekerja swasta 

masih terbatas. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis yang komprehensif 

terhadap kebijakan Tapera dalam Pasal 

7 tersebut, baik dari sudut pandang 

hukum normatif, prinsip keadilan so 

6 Elizabeth Jeneva Samuella dan Ida 

Susanti, “TAPERA: Melindungi Hak Atas 

Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan 

Yang Layak,” Jurnal Hukum & Pembangunan 

54, no. 4 (2025). 
7 Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis 

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rak 

yat Ditinjau Dari Perspektif Good Gover 

nance,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 4 

(2021). 
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sial, maupun dampak praktisnya terha 

dap pekerja swasta. 

Oleh karena itu, penelitian ini 

berfokus pada analisis normatif terha 

dap kebijakan Tapera, khususnya kewa 

jiban kepesertaan bagi pekerja swasta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Un 

dang – Undang tentang No. 4 Tahun 

2016 Tabungan Perumahan Rakyat. 

Analisis ini mencakup aspek keabsah 

an, kelayakan, serta dampak kebijakan 

terhadap perlindungan hak pekerja. Ha 

sil penelitian diharapkan dapat mem 

berikan kontribusi dalam perumusan 

kebijakan publik yang lebih berpihak. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan me 

tode yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang berfokus pada analisis terhadap 

norma-norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mengkaji secara siste 

matis isi Pasal 7 Undang-Undang No. 

4 Tahun 2016 tentang Tabungan Peru 

mahan Rakyat, khususnya terkait ke 

wajiban bagi pekerja swasta. 

Pendekatan utama yang diguna 

kan adalah pendekatan perundang-un 

dangan (statute approach). Pendekatan 

ini dilakukan dengan menelaah secara 

sistematis isi Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabu 

ngan Perumahan Rakyat, beserta pera 

turan pelaksanaannya, untuk melihat 

bagaimana norma tersebut mengatur 

kewajiban pekerja swasta. Pendekatan 

ini memungkinkan peneliti menilai se 

jauh mana peraturan tersebut memenu 

hi prinsip kejelasan norma, kepastian 

hukum, dan keterpaduan dengan pera 

turan terkait lainnya. 

Selain itu, digunakan pula pen 

dekatan konseptual (conceptual appro 

ach). Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengkaji konsep-konsep dan teori hu 

kum yang relevan dengan objek pe 

nelitian, seperti teori kepastian hukum, 

teori keadilan, dan prinsip perlindung 

an hukum. Dengan menggabungkan 

pendekatan ini, peneliti dapat menilai 

kebijakan Tapera tidak hanya dari segi 

yuridis formal, tetapi juga dari sudut 

pandang filosofis dan teoritis. 

Bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer meliputi pera 

turan perundang-undangan yang ber 

laku, khususnya Undang-Undang No 

mor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan 

Perumahan Rakyat beserta peraturan 

pelaksananya. Bahan hukum sekunder 

mencakup literatur, buku teks, hasil 

penelitian, dan artikel jurnal hukum 

yang membahas Tapera maupun teori 

hukum terkait. Sementara itu, bahan 

hukum tersier berupa kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, dan sumber pe 

nunjang lain yang membantu memper 

jelas istilah atau konsep yang diguna 

kan. 

Analisis terhadap bahan hukum 

tersebut dilakukan dengan metode des 

kriptif analitis. Metode ini bertujuan 

menggambarkan isi ketentuan hukum 

sebagaimana adanya, kemudian me 

nganalisisnya untuk menilai kesesuai 

an norma dalam Pasal 7 Undang-Un 

dang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ta 

bungan Perumahan Rakyat dengan 

prinsip keadilan, kepastian hukum, 

dan perlindungan hak pekerja. Dengan 

demikian, hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang 

utuh mengenai implikasi hukum keb 

ijakan Tapera bagi pekerja swasta, 

baik dari sisi norma maupun pelak 

sanaannya. 
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C. Hasil Penelitian Dan Pembahas 

an 

1. Mekanisme Pelaksanaan Tabung 

an Perumahan Rakyat Bagi Pe 

kerja Swasta Menurut Undang – 

Undang Nomor 4 Tahun 2016 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan Tabungan Perumah 

an Rakyat (Tapera) sebagaimana di 

atur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabung 

an Perumahan Rakyat mewajibkan pe 

kerja swasta untuk menjadi peserta pro 

gram dengan pemotongan iuran sebe 

sar 3% dari penghasilan bulanan, yang 

terdiri dari 2,5% ditanggung oleh pe 

kerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. 

Meskipun secara normatif ketentuan 

ini tampak tegas dan mengikat, imple 

mentasinya menimbulkan persoalan 

dari sisi kepastian hukum. 

Menurut teori asas kepastian hu 

kum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch, hukum harus memberikan 

kejelasan, tidak membingungkan, da 

pat diprediksi, serta mampu melindu 

ngi hak-hak warga negara.8 Dalam 

konteks Tapera, beberapa persoalan 

muncul: (1) tidak semua pekerja mema 

hami kriteria dan status kepesertaan, 

(2) tidak ada kepastian waktu pember 

lakuan secara menyeluruh untuk sek 

tor swasta, dan (3) belum tersedia in 

formasi jelas terkait manfaat, proses pe 

ngembalian dana, serta jaminan hu 

kum atas hak peserta. 

Hans Kelsen melalui prinsip lex 

certa menegaskan bahwa norma hu 

kum harus dirumuskan secara jelas 

agar tidak menimbulkan multitafsir. 

Ketidakhadiran regulasi teknis tentang 

mekanisme pemotongan, tata cara pen 

 
8 Dyah Ochtorina A’an Efendi, Ilmu 

Hukum (kencana, 2021). 
9 Muh Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum 

(yoga pratama, 2024). 

daftaran, dan prosedur klaim manfaat 

Tapera telah menimbulkan kebingu 

ngan di kalangan pekerja dan pemberi 

kerja.9 Mengikuti pendapat seorang 

Guru Besar di Stanford University bah 

wa kepastian hukum menuntut pera 

turan dilengkapi instrumen pelaksana 

an yang konkret, sehingga setiap war 

ga negara dapat memprediksi konse 

kuensi hukum yang timbul dari suatu 

kebijakan.10 

Terkait rumusan kepesertaan Ta 

pera sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2016 tentang 

Tabungan Perumahan Rakyat berikut: 

(1) Setiap pekerja dan pekerja man 

diri yang berpenghasilan paling 

sedikit sebesar upah minimum 

wajib menjadi peserta. 

(2) Pekerja mandiri sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) yang ber 

penghasilan di bawah upah mini 

mum dapat menjadi peserta. 

(3) Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) telah 

berusia paling rendah 20 (dua 

puluh) tahun atau sudah kawin 

pada saat mendaftar. 

Ketentuan tersebut menetapkan 

bahwa setiap pekerja dan pekerja man 

diri yang berpenghasilan paling sedikit 

sebesar upah minimum wajib menjadi 

peserta Tapera. Rumusan ini bersifat 

imperatif karena memuat perintah hu 

kum yang mengikat secara langsung 

kepada subjek hukum yang dimaksud. 

Sementara itu, bagi pekerja mandiri 

yang berpenghasilan di bawah upah 

minimum, undang-undang memberi 

kan sifat kepesertaan yang sukarela, 

sehingga bergantung pada kemauan 

individu untuk mendaftar. Selanjut 

10 Abdur Rahim dkk., “Relevansi Asas 

Kepastian Hukum dalam Sistem Penyeleng 

garaan Administrasi Negara Indonesia,” JIIP - 

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 8 (2023). 
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nya, Pasal 7 juga mengatur syarat ad 

ministratif bahwa peserta harus ber 

usia paling rendah 20 tahun atau sudah 

kawin pada saat mendaftar, yang se 

cara hukum menunjukkan batasan ke 

dewasaan dan kapasitas untuk mengi 

katkan diri dalam suatu program jang 

ka panjang. 

Namun, secara yuridis terdapat 

potensi permasalahan. Misalnya, ada 

nya kemungkinan disharmoni dengan 

aturan ketenagakerjaan jika terdapat 

pekerja di bawah 20 tahun yang telah 

berpenghasilan di atas upah minimum, 

tetapi tidak memenuhi syarat usia. 

Selain itu, penggunaan upah minimum 

sebagai indikator kepesertaan menim 

bulkan perbedaan perlakuan antar da 

erah karena nilai UMP atau UMK 

tidak seragam. Potensi tumpang tindih 

juga bisa terjadi dengan program ja 

minan sosial lain, seperti BPJS Ke 

tenagakerjaan. Dengan demikian, im 

plementasi Pasal 7 harus dilakukan se 

cara hati-hati, konsisten dengan prin 

sip konstitusional mengenai hak atas 

tempat tinggal yang layak, serta dise 

suaikan dengan kondisi sosial eko 

nomi di berbagai wilayah. 

Berdasarkan ketentuan di atas, 

menunjukkan bahwa norma hukum 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Tabungan Peru 

mahan Rakyat masih menyisakan am 

biguitas, terutama bagi pekerja swasta 

yang terkena dampak langsung kebi 

jakan. Hans kalsen menekankan pen 

tingnya prinsip lex certa, yaitu hukum 

harus pasti dan tidak multitafsir.11 Na 

mun, ketidakhadiran regulasi teknis 

tentang waktu implementasi dan meka 

nisme iuran Tapera menyebabkan kebi 

 
11 Muh Afif Mahfud, Pengantar Ilmu 

Hukum. 
12 Samadera Pramudia dkk., “Keadilan Sosial 

Dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi 

ngungan di kalangan pemberi kerja ma 

upun pekerja. 

Selain itu, ketidaksiapan infra 

struktur pelaksana dan lemahnya so 

sialisasi membuat norma yang ada ti 

dak dapat diterapkan secara adil dan 

merata.12 Dalam praktiknya, pekerja di 

kenakan kewajiban tanpa pemahaman 

penuh atas hak dan manfaat yang di 

janjikan, yang bertentangan dengan 

asas kepastian hukum. Situasi ini mem 

perlihatkan bahwa hukum yang bersi 

fat mengikat secara formil belum tentu 

memberikan perlindungan substantif 

jika tidak diiringi dengan kejelasan pe 

laksanaan dan mekanisme yang adil.13 

Persoalan lainnya terletak pada 

aspek penegakan hukum terhadap pem 

beri kerja yang lalai dalam mendaf 

tarkan pekerjanya sebagai peserta Ta 

pera. Belum tersedia perangkat hukum 

yang efektif untuk memastikan sanksi 

administratif atau denda bagi pelang 

gar, sehingga implementasi di lapang 

an menjadi tidak konsisten. Ketidak 

jelasan sanksi ini merusak prinsip 

equality before the law karena tidak 

semua pelanggar dikenai perlakuan ya 

ng sama. Hal ini berakibat pada le 

mahnya kepatuhan pelaku usaha ter 

hadap kewajiban Tapera. 

Ketentuan hukum yang bersifat 

umum dalam Undang – Undang Tape 

ra tanpa penjabaran teknis melalui per 

aturan pelaksana menimbulkan keko 

songan hukum (rechtsvacuum). Hal ini 

menciptakan ketidakpastian dalam pe 

laksanaan hak dan kewajiban, yang 

pada akhirnya berdampak pada keper 

cayaan publik terhadap sistem hukum 

itu sendiri. Oleh karena itu, penting ba 

gi pembentuk kebijakan untuk segera 

Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efektivitas 

Kebijakan.” 
13 Ibid. 
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melengkapi regulasi pelaksana yang 

memberikan kejelasan dan kepastian 

hukum secara menyeluruh. 

Dari perspektif perlindungan 

hak pekerja, minimnya grievance me 

chanism (mekanisme pengaduan) men 

jadi kelemahan mendasar. Pekerja ya 

ng merasa keberatan atas pemotongan 

gaji tidak memiliki saluran resmi un 

tuk mengajukan penolakan atau kebe 

ratan. Padahal, asas due process of law 

menuntut adanya kesempatan yang se 

tara bagi setiap warga negara untuk 

menyuarakan pendapat sebelum kebi 

jakan publik diterapkan.14 

Di samping itu, perbandingan de 

ngan negara lain yang memiliki pro 

gram serupa, seperti Central Provident 

Fund (CPF) di Singapura, menunjuk 

kan bahwa keberhasilan program jami 

nan perumahan tidak hanya ditentukan 

oleh norma hukum, tetapi juga oleh 

sistem administrasi yang tertib, trans 

paransi dalam pengelolaan dana, dan 

jaminan manfaat yang konkret.15  

Selain aspek hukum, penting 

juga menyoroti dampak ekonomi dan 

sosial dari kebijakan ini. Bagi pekerja 

dengan penghasilan rendah atau me 

nengah, potongan iuran 2,5% dapat me 

ngurangi daya beli harian, apalagi jika 

manfaatnya baru dapat dinikmati se 

telah bertahun-tahun. Di sisi lain, pem 

beri kerja di sektor swasta juga meng 

hadapi beban tambahan 0,5% yang da 

pat memengaruhi biaya operasional, 

terutama di industri padat karya. Tanpa 

kompensasi fiskal atau insentif, kebi 

 
14 Ade Arianto Asril dkk., “Penyeleng 

garaan Tabungan Perumahan Menurut Un 

dang Undang  Nomor 4 tahun 2016 Di Tinjau 

Dari  Perspektif Perlindungan Hukum,” Jurnal 

Magister Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022). 
15 Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis 

Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumah 

an Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good 

jakan ini berisiko menimbulkan resis 

tensi dari dunia usaha.16 

Untuk memastikan Tapera benar 

-benar memenuhi asas kepastian hu 

kum dan perlindungan hak pekerja, pe 

merintah perlu mengambil sejumlah 

langkah strategis secara terpadu. Per 

tama, regulasi pelaksana harus disusun 

secara terperinci agar memuat pro 

sedur pendaftaran, mekanisme pemo 

tongan iuran, penyaluran manfaat, dan 

tata cara pengembalian dana. Kedua, 

diperlukan pengawasan independen 

melalui badan khusus di luar struktur 

Tapera yang secara rutin melakukan 

audit guna menjamin penggunaan da 

na sesuai tujuan. Selain itu, mekanis 

me keberatan yang jelas perlu tersedia, 

sehingga pekerja memiliki saluran for 

mal untuk mengajukan keluhan atau 

penolakan, misalnya melalui portal da 

ring yang terintegrasi.  

Pemerintah juga harus melaku 

kan sosialisasi masif melalui penyuluh 

an di tempat kerja, media sosial, dan 

seminar publik untuk meningkatkan 

pemahaman pekerja mengenai hak dan 

kewajibannya. Transparansi skema ma 

nfaat menjadi hal penting, termasuk 

publikasi kriteria penerima, estimasi 

waktu klaim, serta bentuk manfaat ya 

ng dapat diterima peserta. Terakhir, 

insentif bagi pemberi kerja seperti pe 

ngurangan pajak atau beban adminis 

trasi dapat mendorong kepatuhan. De 

ngan langkah-langkah ini, Tapera ber 

potensi berkembang menjadi kebijak 

an perlindungan sosial yang selaras 

Governance,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 4 

(2021). 
16 Lutfian Ubaidillah Rasendryo Wahyu Rama 

dhanianto, “Analisis Yuridis Besaran Simpan 

an Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pe 

merintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan 

Perumahan Rakyat,” Jurnal Politik, Sosial, 

Hukum dan Humaniora 3 (2025). 
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dengan tujuan awalnya serta mem 

berikan rasa keadilan bagi seluruh 

peserta. 

Pada akhirnya, keberhasilan Ta 

pera sangat bergantung pada kemam 

puan pemerintah menjaga keseimbang 

an antara kewajiban peserta dan man 

faat yang mereka terima. Jika prinsip 

keadilan, transparansi, dan kepastian 

hukum diabaikan, program ini ber 

potensi menjadi beban administratif ya 

ng memicu ketidakpuasan publik. Na 

mun, dengan reformasi kebijakan yang 

tepat, Tapera dapat menjadi instrumen 

yang efektif dalam mendukung kese 

jahteraan pekerja dan menyediakan 

hunian layak bagi seluruh rakyat Indo 

nesia. 

 

2. Kesesuaian Kebijakan Pemotong 

an Gaji Tabungan Perumahan 

Rakyat Dengan Asas Kepastian 

Hukum dan Perlindungan Hak 

Pekerja 

Implementasi Pasal 7 Undang – 

Undang tentang Tabungan Perumahan 

Rakyat juga menghadirkan persoalan 

serius dari sisi perlindungan hukum. 

Pemotongan iuran tanpa jaminan man 

faat konkret bagi peserta, khususnya 

pekerja non-MBR, menciptakan ketim 

pangan antara kewajiban dan hak. Ke 

tidakhadiran skema distribusi manfaat 

yang jelas dan transparan memperkuat 

persepsi bahwa kebijakan ini belum 

menjamin keseimbangan hukum. Hal 

ini menjadi krusial mengingat program 

ini melibatkan pemotongan penghasil 

 
17 Muhammad Edwin, Filsafat Hukum 

Refleksi Kritis terhadap hukum dan Hukum 

Indonesia, dalam Jakarta, Raja Grafindo 

Persada (Rajagrafindo Persada, 2011). 
18 Samadera Pramudia dkk., “Keadilan 

Sosial Dalam Program Tapera: Analisis Sosio 

an secara wajib, yang seharusnya di 

imbangi dengan kepastian manfaat. 
Sebagaimana ditegaskan oleh 

Satjipto Rahardjo, perlindungan hu 

kum harus memberikan jaminan bah 

wa hak warga negara tidak dikurangi 

tanpa mekanisme legal remedies.17 

Dalam kebijakan Tapera, belum terse 

dia prosedur keberatan atau ruang par 

tisipatif bagi pekerja yang tidak setuju 

terhadap kewajiban tersebut. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip hukum 

administrasi yang menuntut adanya 

saluran hukum untuk menanggapi tin 

dakan negara. 

Ketidakjelasan manfaat program 

menjadi sorotan lain dalam kerangka 

asas kepastian hukum. Meskipun iuran 

dipotong secara rutin, belum ada jami 

nan bahwa seluruh peserta akan men 

dapatkan akses pembiayaan rumah. 

Skema manfaat yang tidak terbuka dan 

tidak seragam menimbulkan kekhawa 

tiran terhadap efektivitas serta keadil 

an kebijakan.18 Situasi ini menimbul 

kan keraguan hukum yang berdampak 

pada legitimasi negara dalam melaksa 

nakan fungsi pelayanan publik. 

Tidak adanya mekanisme penga 

duan atau alternatif partisipatif mem 

perburuk krisis perlindungan hukum 

bagi peserta. Negara dianggap bertin 

dak sepihak dalam membebankan ke 

wajiban kepada pekerja tanpa mem 

pertimbangkan kapasitas ekonomi 

individu dan tanpa menyediakan ruang 

diskusi publik.19 Hal ini mencermin 

kan praktik hukum yang otoriter dan 

tidak responsif terhadap hak subjek 

logi Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efek 

tivitas Kebijakan.” 
19 Deva Diani dkk., “Penegakan Hu 

kum Pada Kebijakan TAPERA Untuk Mewu 

judkan Keadilan Sosial di Indonesia,” Kajian 

Hukum Dan Kebijakan Publik 02, no. 2 

(2025). 
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hukum. Situasi ini menimbulkan kera 

guan hukum yang berpotensi melemah 

kan legitimasi negara dalam menjalan 

kan fungsi pelayanan publik. 

Di sisi lain, ketentuan dalam Pa 

sal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang 

tentang Tabungan Perumahan Rakyat 

yang mengatur hak peserta atas penge 

mbalian simpanan serta pemanfaatan 

dana masih bersifat umum. Tidak ada 

jaminan waktu pasti atau prosedur 

rinci yang dapat digunakan peserta un 

tuk mengklaim haknya. Ketiadaan pe 

tunjuk teknis ini melemahkan posisi 

hukum peserta sebagai subjek yang 

harusnya dilindungi oleh negara.20 Da 

lam konteks perlindungan pekerja, ini 

serupa dengan kelemahan awal BPJS 

Ketenagakerjaan sebelum adanya per 

baikan regulasi teknis. 

Kritik terhadap Tapera juga da 

tang dari serikat pekerja dan asosiasi 

pengusaha yang memandang bahwa 

kewajiban iuran justru menambah be 

ban ekonomi di tengah situasi ketena 

gakerjaan yang belum stabil.21 Perlin 

dungan hukum seharusnya tidak hanya 

berwujud norma tertulis, tetapi juga 

mencakup dukungan kebijakan fiskal 

dan sosial yang adil dan berimbang.22 

Oleh karena itu, pemerintah perlu me 

ngevaluasi ulang pelaksanaan kebijak 

an Tapera dengan melibatkan partisipa 

si aktif dari seluruh pemangku kepen 

tingan. 

 
20 Lutfian Ubaidillah Rasendryo Wah 

yu Ramadhanianto, “Analisis Yuridis Besaran 

Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Pera 

turan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan 

Tabungan Perumahan Rakyat,” Jurnal Politik, 

Sosial, Hukum dan Humaniora 3 (2025). 
21 Anggun Herawati dkk., “Analisis 

Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program 

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA),” 

Jaurnal of information and computer science 4 

(2024). 

Secara normatif, semangat pem 

bentukan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Tabungan Peru 

mahan Rakyat dilandasi nilai sosial 

yang kuat, yakni untuk memberikan 

akses hunian layak bagi seluruh lapis 

an masyarakat, termasuk pekerja. Na 

mun, tujuan luhur ini harus dicapai 

dengan tetap mengedepankan prinsip 

keadilan, transparansi, dan kepastian 

hukum. Ketika hukum gagal membe 

rikan jaminan atas hak subjek yang 

terkena dampaknya, maka kepercaya 

an terhadap negara dan institusi hu 

kum dapat terkikis.23 

Kelemahan implementasi Tape 

ra juga terlihat dari belum adanya in 

strumen pengawasan independen yang 

memastikan dana dikelola secara akun 

tabel. Prinsip checks and balances da 

lam pengelolaan dana publik menjadi 

penting untuk mencegah penyalahgu 

naan dan memastikan bahwa iuran be 

nar-benar dialokasikan sesuai tujuan. 

Tanpa pengawasan yang ketat, risiko 

korupsi atau salah kelola meningkat, 

yang pada akhirnya merugikan peser 

ta.24 

Dengan demikian, kebijakan Ta 

pera dalam implementasinya belum se 

penuhnya mencerminkan asas kepas 

tian hukum dan perlindungan hukum 

bagi pekerja swasta. Diperlukan pera 

turan pelaksana yang jelas, mekanisme 

keberatan yang terbuka, serta skema 

manfaat yang transparan dan adil. 

22 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum 

dan Fungsi Hukum di Indonesia,” Jurnal 

Pendidikan Agama dan Sains 6 (2022). 
23 Asril dkk., “Penyelenggaraan Tabungan 

Perumahan Menurut Undang Undang  Nomor 

4 tahun 2016 Di Tinjau Dari  Perspektif 

Perlindungan Hukum.” 
24 Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Un 

dang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau 

Dari Perspektif Good Governance.” 
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Tanpa itu semua, keberadaan Pasal 7 

UU Tapera hanya akan menjadi norma 

formalistik yang jauh dari nilai-nilai 

keadilan substantif.25 

Pendekatan berbasis hak (rights-

based approach) dapat menjadi solusi 

strategis dalam reformulasi kebijakan 

Tapera. Dengan menempatkan pekerja 

sebagai subjek utama dan bukan se 

kadar objek regulasi, pemerintah dapat 

merancang sistem perlindungan hu 

kum yang inklusif, partisipatif, dan res 

ponsif. Perumusan ulang Tapera juga 

perlu melibatkan lembaga independen 

untuk mengawasi implementasi dan 

menangani pengaduan peserta secara 

adil dan efisien. Di samping itu, trans 

paransi laporan keuangan, audit rutin, 

dan publikasi data penyaluran manfaat 

akan memperkuat kepercayaan publik 

terhadap program ini. 

Dengan langkah-langkah terse 

but, tujuan sosial Tapera untuk menye 

diakan hunian layak dapat tercapai 

tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

dasar negara hukum. Ke depan, evalu 

asi berkala dan keterlibatan aktif para 

pemangku kepentingan harus menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kebijakan 

ini, agar Tapera benar-benar menjadi 

instrumen perlindungan sosial yang 

adil dan bermanfaat bagi seluruh peker 

ja di Indonesia. 

 

D. Penutup  

Berdasarkan hasil pembahasan, 

mekanisme pelaksanaan Tabungan Per 

umahan Rakyat (Tapera) bagi pe kerja 

swasta sebagaimana diatur dalam Un 

dang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, 

khususnya Pasal 7, menetapkan kewa 

jiban bagi seluruh pekerja swasta un 

tuk menjadi peserta program. Ke wa 

 
25 Neysa Tania dkk., “Kajian Teori Hu 

kum Progresif Terhadap Implementasi Produk 

jiban tersebut diimple mentasikan me 

lalui pemotongan iuran sebesar 3% 

dari penghasilan bulanan, dengan pem 

bagian beban iuran sebe sar 2,5% di 

tanggung oleh pekerja dan 0,5% oleh 

pemberi kerja. Mekanisme ini dilaksa 

nakan oleh Badan Pengelola Tapera 

(BP Tapera) yang bertanggung jawab 

dalam mengelola iuran, menem patkan 

dana secara aman, serta memas tikan 

penyaluran manfaat sesuai tujuan pro 

gram. Proses kepesertaan pekerja swa 

sta dilakukan melalui registrasi oleh 

pemberi kerja dan pengelolaan data 

kepesertaan secara terpusat oleh BP 

Tapera. Selain itu, dana yang terkum 

pul bersifat simpanan jangka panjang 

yang hanya dapat diambil untuk pem 

biayaan rumah pertama, sehingga di 

perlukan pengelolaan yang akuntabel 

dan berkelanjutan. 

Terkait kesesuaian kebijakan pe 

motongan gaji Tapera dengan asas ke 

pastian hukum dan perlindungan hak 

pekerja, hasil analisis menunjukkan 

bahwa kebijakan ini memang memiliki 

landasan hukum yang jelas melalui 

keberadaan undang-undang dan pera 

turan pelaksanaannya. Namun, dari 

perspektif pelaksanaan, masih terdapat 

potensi permasalahan yang memerlu 

kan perhatian, seperti tingkat keter 

jangkauan iuran bagi pekerja berpeng 

hasilan rendah, kejelasan manfaat ya 

ng akan diterima, dan transparansi pe 

ngelolaan dana. Dari sisi asas kepas 

tian hukum, regulasi Tapera telah me 

menuhi unsur legalitas karena disusun 

berdasarkan ketentuan perundang-un 

dangan yang berlaku. Akan tetapi, efek 

tivitas asas tersebut akan bergantung 

pada implementasi yang konsisten dan 

tidak merugikan pekerja. Dari perspek 

Tabungan Perumahan Rakyat,” Perspektif 26, 

no. 2 (2021). 

156           MAKSIGAMA : Volume 19 Nomor 2 periode November 2025 Hal. 147 - 158 

 



tif perlindungan hak pekerja, program 

ini harus menjamin bahwa dana iuran 

benar-benar dikelola untuk kepenting 

an peserta, disertai mekanisme penga 

wasan dan pelaporan yang transparan. 

Oleh karena itu, keberhasilan kebijak 

an Tapera bukan hanya ditentukan oleh 

keberadaan regulasi, tetapi juga oleh 

komitmen pemerintah dan BP Tapera 

dalam mewujudkan prinsip akuntabili 

tas, keterbukaan, serta keberpihakan 

pada kesejahteraan pekerja. 
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